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PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1949 

TENTANG 

DISIPLIN TENTARA UNTUK SELURUHNYA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA. 
 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
Menimbang : bahwa perlu diadakan Peraturan Disiplin Tentara untuk seluruh Angkatan 

Perang Republik Indonesia; 
 
Mengingat : Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Disiplin Tentara dan Pasal II Aturan Peralihan dari 
Undang-undang Dasar Republik Indonesia. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan Peraturan sebagai berikut: 

PERATURAN TENTANG DISIPLIN TENTARA UNTUK SELURUH ANGKATAN PERANG REPUBLIK 
INDONESIA 
 
 

BAB I 
Peraturan Umum 

 
Pasal 1 

 
Disiplin Tentara adalah suatu syarat mutlak untuk: 
a. Menetapi semua Peraturan-peraturan tentara dan semua perintah-perintah kedinasan dari 

tiap-tiap atasan, pun yang mengenai hal yang kecil-kecil, dengan tertib, tepat dan 
sempurna; 

b. Menegakkan penghidupan dalam tentara yang baru dan teratur, pun dalam hal yang 
kecil-kecil, yang kelihatan remeh tetapi penting. 

 
Pasal 2 

 
Untuk menepati apa yang tersebut dalam pasal 1 itu, maka tiap-tiap anggota tentara, tinggi 
maupun rendah harus dan wajib : tunduk kepada tiap-tiap Peraturan tentara dan pada 
tiap-tiap perintah kedinasan, atau perintah yang bersangkutan dengan kedinasan, serta 
mengerjakan segala sesuatu dengan tertib dan sempurna dengan kesungguhan dan keikhlasan 
hati, dengan riang dan gembira, berdasarkan penuh ketaatan dan rasa bertanggung jawab 
terhadap pemimpin dan kewajiban. 
 

Pasal 3 
 
a. Agama ialah sendi yang teguh bagi penghidupan manusia. Dari sebab itu anggota tentara 

harus berkelakuan baik dan suci dari sekalian noda. Harus mengerti akan kewajiban serta 
setia dan gagah berani dalam menjalankannya. Walau bagaimana juga hebatnya kesukaran 
yang menimpa dirinya, tak dapat tak tentu lenyapnya segala kesukaran itu dengan 
berpendirian menjunjung tinggi akan agama. 

b. Berusahalah selamanya memikirkan tiap-tiap perbuatan yang suci mengeluarkan perkataan 
yang suci dan melakukan pekerjaan yang suci. Janganlah sekali-kali suka mencela Agama 
lain, karena semua agama adalah suci tujuannya. 
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Pasal 4 
 
Tiap-tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah, harus dan wajib menegakkan kehormatan 
tentara dan selalu menyingkiri tiap-tiap perbuatan, ucapan dan fikiran yang dapat menodai 
nama ketentaraan. 
 
 

BAB II 
Hal Atasan 

 
Pasal 5 

 
(1) Tiap-tiap atasan wajib memimpin bawahannya dengan adil dan bijaksana sebagai bapak 

terhadap anak, sebagai guru terhadap murid. 
(2) Ia wajib memikirkan nasib bawahannya dan tetap berusaha mempertinggi derajat 

bawahannya itu. 
(3) Sebagai pemimpin ia harus memberi contoh dan tauladan baik, yang mengenai sikap 

militer atau yang mengenai ucapan-ucapan di dalam maupun di luar tentara. 
(4) Sebagai pemimpin ia tetap netral, dalam arti kata bahwa ia tidak terpengaruh oleh 

bawahan-bawahannya, bahwa ia akan menjalankan kekuasan yang dipercayakan kepada 
dengan seksama, adil, objektif dan tidak menggunakan kekuasaan itu dengan 
sewenang-wenang, bahwa ia tetap memperhatikan cita-cita yang baik dari pada 
bawahannya itu dengan mempertimbangkan itu sedalam-dalamnya, bahwa membuat 
pembagian pekerjaan (taak-verdeling) yang praktis dan efektif; bahwa ia tetap 
mengamat-amati (kontole) tiap-tiap pekerjaan bawahannya. 

 
 

BAB III 
Hal Bawahan 

 
Pasal 6 

 
(1) Tiap-tiap bawahan wajib taat kepada atasannya dan menjunjung tinggi semua perintah 

dan nasehat dari padanya, berdasarkan keinsyafan bahwa setiap perintah dan nasehat itu 
adalah untuk kepentingan. 

(2) Ia wajib menghormati lahir batin, atasannya di dalam maupun di luar, berdasarkan 
keisyafan bahwa penghormatan itu berarti menegakkan kehormatan Tentara serta pula 
tertuju pada kehormatan diri. 

(3) Di waktu berhadapan dengan atasan di dalam maupun di luar, maka ia harus memegang 
teguh sikap tentara yang sempurna serya ucapan-ucapan yang sopan santun. Ia harus 
bersikap merdeka apabila ada izin dari atasan itu. 

 
 

BAB IV 
Hal Tingkatan Kedudukan 

 
Pasal 7 

 
Tingkatan kedudukan ditetapkan menurut tingkatan pangkat dalam Tentara, baik pangkat 
tituler maupun pangkat yang sesungguhnya. 
(1) Jika pangkat sama, yang tertua dalam pangkat, jika itu juga sama dalam umur, lamanya 

jabatan dalam pangkat itu, tetapi yang mengenai kedinasan saja. 
(2) Dengan tidak memandang pangkat atau kedudukan, kalau diberi kekuasaan oleh yang 

berwajib, maka yang menerima kuasa itu harus berani memerintah yang lain-lainnya. 
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Pasal 8 
 
Lamanya jabatan terhitung sejak dari hari penetapan sebagai anggota tentara. Lamanya 
pangkat terhitung sejak hari kenaikan pangkat. 
 

Pasal 9 
 
Pengkat tituler selalu dipandang lebih muda dari pada pangkat militer yang sama dengan itu. 
 
 

BAB V 
Hal Menjalankan Kewajiban 

 
Pasal 10 

 
Dalam menjalankan kewajiban maka tiap-tiap anggota tentang wajib memperhatikan: 
a. maksud dan pentingnya kewajiban yang akan atau sedang dikerjakan oleh itu; 
b. tanggung jawab sepenuhnya; 
c. catatan ingatan seteliti-telitinya. 
 

Pasal 11 
 
Tiap-tiap atasan di waktu memberi perintah wajib memperhatikan syarat-syarat sebagai 
berikut: 
a. setiap perintah, dengan lisan atau tulisan, berdasarkan kedinasan atau kepentingan 

ketentaraan; 
b. perintah singkat, tetapi lengkap dan jelas; 
c. memperhatikan segala keadaan dan keadaan bawahannya yang menerima perintah itu. 
d. menanggung jawab atas dinas, maksud dan hasil perintah itu. 
 

Pasal 12 
 
Tiap-tiap bawahan yang menerima perintah harus: 
a. paham benar-benar akan maksud perintah itu, jika belum jelas, dengan terus terang 

menanyakan lagi. 
b. menanggung jawab kepada atasan yang memberi perintah itu; 
c. jika perintah diterima dengan lisan, maka ia akan mengulang perintah itu dihadapan 

sipemberi perintah tadi; 
d. kembalinya dari melakukan kewajibannya, maka ia harus memberi laporan kepada yang 

memberi perintah itu. 
 

Pasal 13 
 
Tiap-tiap anggota wajib merahasiakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan ketentaraan, 
berdasarkan keisyafan bahwa tiap-tiap kebocoran rahasia itu akan merugikan sangat Negara 
pada umumnya Tentara khususnya. 
 

Pasal 14 
 
(1) Tiap-tiap anggota tentara yang akan dikirim keluar tempat kedudukan pasukan atau 

jawatannya untuk kepentingan dinas, wajib terlebih dahulu menghadap 
pemimpin-umumnya untuk memberitahukan resmi akan berangkatannya sambil menanti 
petunjuk atau nasehat yang perlu diterima lagi. 

(2) Sekembalinya dari perjalanan dinas itu maka ia segera menghadap "pemimpin umumnya" 
untuk melaporkan resmi segala hasil perjalanannya dan segala sesuatu yang penting yang 
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telah dialaminya. 

 
 

Pasal 15 
 
Tiap-tiap bawahan wajib melaporkan dengan segera segala sesuatu yang bersangkutan dengan 
kedinasan, dengan lisan atau dengan tulisan pada atasannya, dan tiap-tiap atasan yang 
menerima laporan-laporan wajib meneruskan dengan segera pelaporan-pelaporan itu, 
sehingga sampai pada pucuk pimpinan dan/atau sampai pada pemimpin-pemimpinlainnya 
yang berkepentingan, kesemua itu berdasarkan keinsyafan bahwa terhambatnya jalan dari 
tiap-tiap pelaporan itu akan merugikan sangat organisasi tentara pada umumnya, siasat 
perjuangan khususnya. 
 

Pasal 16 
 
Tiap-tiap anggota tentara harus mengerjakan tiap-tiap kewajiban dengan efisien, yaitu dengan 
tenaga, waktu usaha dan perongkosan yang kecil-kecilnya, tetapi dengan hasil yang 
sebesar-besarnya. Ia tidak akan merugikan pasukan atau jawatannya baik moral, materiil 
ataupun finansial. Semua itu berdasarkan keinsyafan, bahwa ia sebagai pembela kedaulatan 
Negara harus menjadi teladan bagi umum. 
 

Pasal 17 
 
Tiap-tiap anggota tentara harus menjadi contoh bagi umum dalam hal menunjukkan 
kehormatannya kepada Sang Merah Putih, Panji-panji Tentara, Presiden, Wakil Presiden dan 
anggota-anggota Pemerintah Republik, berdasarkan keinsyafan bahwa kehormatan itu tertuju 
kepada kehormatan bangsa, negara dan dengan sendirinya kepada kehormatan tentara 
seluruhnya. 
 

Pasal 18 
 
Anggota Tentara dilarang: 
a. memaki, menyia-nyiakan nama TUHAN, mengeluarkan perkataan kasar dan keji dalam 

pekerjaan atau diluar; 
b. hidup boros, mempunyai hutang disana sini dan menghamburkan uang dengan berjudi; 
c. berbuat sewenang-wenang, memiliki barang sesuatu yang bukan haknya, yang berakibat 

mengganggu keamanan dan keselamatan; 
d. mendatangi rumah pelacuran dan harus tahu bahwa perbuatan yang sedemikian itu 

dilarang benar-benar bagi anggota tentara; 
e. menjual barang pakaian dan alat senjata yang telah diserahkan kepadanya; 
f. menjual barang-barang yang masuk inventaris Tentara. 
 

Pasal 19 
 
(1) Walaupun anggota tentara terikat pada disiplin tentara, akan tetapi hal itu tidak berarti 

bahwa anggota-anggota selalu harus menunggu perintah dari atas, dan kalalu perintah 
tidak ada, maka mereka itu duduk menganggur. 

(2) Tiap-tiap anggota tentara tinggi atau rendah, wajib jika tidak ada perintah istimewa dari 
atas, berinisiatif sendiri mengerjakan atau menjalankan segala sesuatu yang mengenai 
kewajiban dengan tetap memegang teguh garis petunjuk (richtlijn) yang telah diberikan 
oleh pemimpinnya dengan tidak menyimpang sedikitpun dengan penuh tanggung jawab 
atas inisiatif itu. Semua ini berdasarkan keinsyafan bahwa tentara itu bukan alat yang 
mati, tetapi organisasi yang hidup guna pembangunan negara dan kemajuan bangsa. 

 
Pasal 20 

 
Tiap-tiap pemimpin wajib menganjur-anjurkan dan memajukan "auto-activiteit" diantara 


